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KATA PENGANTAR

Dengan memaniatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT,

Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Karunia-Nya sehingga

kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Penanganan

Pengaduan Masyarakat Kecamatan Darangdan Tahun 2024. Dalam

laporan ini disampaikan tentang iumlah aduan masyarakat yang

masuk baik melalui WhatsApp center, kotak saran, email, ataupun
media sosial Kecamatan Darangdan.

Ucapan terima kasih kami haturkan untuk Admin Pengaduan

Kecamatan Darangdan yang telah membantu dalam menindaklanjuti
setiap laporan/aduan yang masuk dari masyarakat sehingga aduan
dapat terselesaikan dengan cepat, tepat dan dapat
dipertan ggungjawabkan.

Tak lupa kami ucapkan terima kasih atas dukungan seluruh
pihak yang telah membantu proses penyusunan Laporan ini sehingga
dapat selesai dengan baik dan tepat waktu. Kami menyadari bahwa
dalam penyusunan laporan ini masih banyak diiumpai kekurangan
dan kekeliruan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat
diharapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga laporan ini dapat menjadi
bahan evaluasi bersama sekaligus menjadi acuan dalam pengambilan
kebijakan publik bagi Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta
dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan
masyarakat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang -
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

a
, 15 Januari 2025.
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BAB I
PENDAHULUAN

1..L Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik, Kecamatan Darangdan secara
berkesinambungan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas
pelayanan kepada masyarakat. Salah satu upaya peningkatan kualitas
pelayanan dilakukan melalui penyediaan layanan pengaduan
masyarakat terkait pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan
Darangdan.

Kebiiakan terkait penanganan pengaduan masyarakat telah

ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3
Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap
Pelayanan Publik.

Terdapat beberapa sarana pengaduan yang disediakan dalam
rangka menampung keluhan, informasi, ketidakpuasan, dan/atau
aspirasi dari seluruh warga Kecamatan Darangdan yang mendapatkan
pelayanan di di Kecamatan Darangdan , antara lain melalui WhatsApp
center, kotak saran, email, ataupun media sosial Kecamatan Darangdan,

1-2 Dasar Hukum

1,

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan

Pengaduan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 62 Tahun 20L8 tentang Pedoman Sistem Pengaduan

Pelayanan Publik Nasional;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2017
Tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan
Publik;

7. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keria
Kecamatan.



1.3 Maksud dan Tuiuan

Maksud penyusunan Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat

adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Pengelola Pengaduan

Masyarakat di Kecamatan Darangdan atas pelaksanaan

program/kegiatan pengelolaan penanganan pengaduan yang ada di

Kecamatan Darangdan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Penanganan Pengaduan

Masyarakat adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan

pencapaian penanganan pengaduan masyarakat yang telah dilakukan

oleh Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Darangdan.

Hasil evaluasi tersebut selanjutnya dapat menjadi acuan dalam

pengambilan kebijakan publik bagi pemerintah Kecamatan Darangdan

agar kebijakan yang diambil tepat sasaran serta bermanfaat bagi

masyarakat.

2



BAB II
GAMBARANUMUM

2.1. Definisi

1) Pengaduan masyarakat adalah penyampaian keluhan oleh individu,
Masyaraka! Lembaga, dan/atau organisasi kepada Pemerintah Daerah

sehubungan dengan adanya pelayanan atau perlakuan yang tidak sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

2) Pengelolaan pengaduan terhadap pelayanan publik yang selaniutnya
disebut Pengelolaan Pengaduan adalah serangkaian kegiatan
penyelenggaraan penanganan pengaduan terhadap pelayanan publik yang

proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan, pemprosesan, hingga
penyelesaian berupa pelaporan hasil penanganan pengaduan.

3) Pelaksana pelayanan publik yang selan.jutnya disebut Pelaksana adalah
pejaba! pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam
organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau

serangkaian tindakan pelayanan publik.

2.2

1)

2)

3l

4)

sl

6l

7)

8)

e)

10)

Prinsip - Prinsip Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Transparan, yaitu penanganan keluhan dilakukansecara transparan dan

dapat dipertanggungjawabkan;
Terpadu, yaitu penanganan keluhan dilakukan oleh suatu lembaga terpadu;
Mediasi, yaitu melaksanakan mediasi untuk pengaduan yang belum ada titik
temu:

Obiektil yaitu penanganan pengaduan harus di dasarkan pada pakta atau bukti
yang dapat di nilai berdasarkan kriteria tertentu yang di terapkan oleh dinas
terkait :

Akuntabilitas, yaitu peroses pelayanan pengaduan harus dapat di pertanggung
jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;

Indepeden, yaitu materi penanganan pengaduan harus mengedepankan aspek
kemandirian tidak memihak dan tidak diskriminatif;
Koordinasi, yaitu penanganan pengaduan harus di laksanakan dengan kerja
sama yang baik antara intansi yang berwenang dan terkait berdasarkan
mekanisme,tata kerja dan prosedur yang berlaku ;

Kehati-hatian, yaitu penanganan pengaduan harus di lakukan secara hari-hati
dan teliti dan apabila di butuhkan harus diiaga kerahasiannya sesuai ketentuan
peraturan perundang- undangan;

Umpan balik, yaitu menjamin stiap aspirasi dan pengaduan yang di sampaikan
Masyarakat mendapatkan tanggapan;

Proaktif melakukan penjaringan aspirasi,keluhan ,masukan,kritik dan lain lain
secara proaktif tanpa harus selalu menunggu keluhan yang di sampaikan
( pasif);

3



11J Kesejahteraan atau non diskriminatil yaitu menjamin unsur masyarakat hak
yang setara untuk menyampaikan pengaduan dan tidak lanjut yang sesuai

prosedur yang berlaku;
12) Efisien dan efektif, yaitu penanganan aspirasi di lakukan scara tepat sasaran

tepat waktu dan tidak di pungut biaya;

13J Berorientasi pada Keputusan Masyaraka! yaitu pengelolaan pengaduan di
lakukan dengan berfokus pada tuluan untuk memberikan kepuasan kepada

Masyarakat;

L4) Ketuntasan, yaitu setiap aspirasi yangmasukselalu di tangani dengan selesai.

2.3 Etika Dalam Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat

Etika ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi aparatur yang menangani laporan
pengaduan masyarakat dalam bersikap, bertindah berucap, dan

berperilaku agar memiliki moral dan kepribadian yang baik, mendorong
etos kerla serta menumbuhkembangkan dan meningkatkan kepercayaan

masyarakat dalam penanganan laporan pengaduan masyarakaL

2.3.1 Nilai-nilai Dasar Aparatur Pemerintah Yang Menangani Laporan
Pengaduan Masyarakat

Aparatur yang menangani pengaduan masyarakat walib meniuniung
tinggi nilai-nilai dasar, sebagai berikut:

1l Berani mengambil sikap tegas dan rasional dalam membuat keputusan
yang berkaitan dengan penanganan laporan pengaduan masyarakat;

2) Integritas, mewuiudkan perilaku yang jujur dan bermartabat;

3) Tangguh, tegar dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan,

ancaman dan intimidasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun;

4) Inovatil selalu meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pribadi.

141 Kewajiban dan Larangan Aparatur Yang Menangani Laporan
Pengaduan Masyarakat
Aparatur yang menangani laporan pengaduan masyarakat wajib:

melaksanakan tugas dan wewenang secara proporsional dan
profesional;

melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja;

mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka
peningkatan kinerja;
menjaga informasi yang bersifat rahasia terkait identitas pelapor, jabatan,

dan terlapor;
menyerahkan seluruh dokumen atau bahan-bahan yang berkaitan dengan
pengaduan masyarakat kepada atasannya, apabila sudah tidak menangani
pengaduan masyarakat atau berhenti/alih tugas;

1)

a

b

c.

d

e

f.

{



g. meniaga kerahasiaan, baik informasi maupun dalam bentuk dokumen
kepada pihak lain yang diperoleh sebagai konsekuensi pelaksanaan tugas

selama menangani pengaduan masyarakat, baik secara langsung maupun
tidak langsung apabila sudah tidak menangani pengaduan masyarakat atau

berhenti/alih tugas.

2) Aparatur yang menangani laporan pengaduan masyarakat dilarang:

a. menggunakan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi atau
golongan;

b. menerima imbalan dalam bentuk apapun untuk kegiatan yang berkaitan
dengan penanganan pengaduan masyarakat;

c. meminta atau menerima bantuan dari pihak manapun untuk
kepentingan proses penanganan pengaduan masyaraka!

d. menyampaikan informasi/dokumen kepada pihak manapun selain
pejabat yang diberi kewenangan;
menangani kasus yang menimbulkan terjadinya konflik kepentingan
pribadi, kelompok maupun golongan.

Z,A.J

1)

a.

b.

c.

d.

e.

z)

a,

b.

3l

a.

b.

c.

d.

Etika Aparatur Dalam Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat

Etika terhadap pelapor meliputi:

memberikan pelayanan dan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih
dan tanpa unsur pemaksaan;

memberikan pelayanan secara cepa! tepa! terbuka dan adil serta tidak
diskriminatif;
menjamin kerahasiaan identitas pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
menciptakan kenyamanan dan keamanan kepada pelapor;

memberikan penjelasan secara proporsional tentang
perkembangan proses pengaduan masyarakat yang ditangani.
Etika terhadap terlapor meliputi:

menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah;

menghormati hak-hak terlapor.
Etika terhadap sesama Aparatur yang menangani laporan
pengaduan masyarakat meliputi:
menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait
dalam rangka pencapaian tujuan;
menggalang rasa kebersamaan;

menghargai perbedaan pendapat;

saling membimbing mengingatkan, dan mengoreksi.
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2.4 Unsur-UnsurPengaduan

Pengaduan paling sedikit memperhatikan unsur 4 W + 1H, yaitu:

1l What, apaperbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui;

2) Where, di mana perbuatan dilakukan;

3l When, kapan perbuatan tersebut dilakukan;

4) Who, siapa saia yang terlibat dalam perbuatan tersebut;

5l How, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, car4 dan
sebagainya).

2.5 BentukPengaduan

Pengaduan oleh masyarakat dapat berkaitan dengan dugaan:

1) penyalahgunaanwewenang;

2) melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau

3) tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, serta gratifikasi yang dilakukan oleh
Pejabat/Pegawai di lingkungan Kecamatan Darangdan.

2.6

1)

2)

3)

4l

Saluran Pengaduan
Email PPID dan email Kecamatan Darangdan

Media Sosial Kecamatan Darangdan

Kotak Saran

Pengelolaan pengaduan masyarakat juga dapat dilakukan secara langsung
atau melalui WhatsApp Centre dan sarana/saluran informasi lain dengan
mempertimbangkan kondisi dan kemampuan pelayanan

2.7 Pemantauan dan E luasi

1) Pengelola Pengaduan melaksanakan pemantauan atas penanganan
pengaduan masyarakat oleh pengelola pengaduan di lingkungan Kecamatan
Darangdan melalui :

a. Media informasi yang tersedia

b. Catatan penanganan pengaduan masyarakat

c. Pendampingan verifikasi lapangan Tim Kabupaten Purwakarta ke lapangan.

2) Hasil pemantauan dan pendampingan penanganan pengaduan masyarakat
selanjutnya digunakan sebagai bahan masukan evaluasi kebijakan
penanganan pengaduan masyarakal

6



BAB III

LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT

3.1 Pengaduan Masyarakat di Kecamatan Darangdan

Untuk pengaduan terkait pelayanan public yang kami laksanakan, dalam kurun
waktu tahun 2024 dapat dilihat dari table berikut :

Pengaduan terkait rekomendasi dan periiinan usaha di wilayah Kecamatan Darangdan

dilakukan oleh pengadu kepada perangkat daerah terkait melalui media aduan yang

disediakan oleh perangkat daerah tersebul

Untuk wilayah Kecamatan Darangdan terdapat 6 aduan ke tingkat kabupaten yang

ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Tim pengelola pengaduan bertugas

mendampingi verifikator ketika melakukan verifikasi Iapangan ke lokasi aduan.

3.2 Lampiran
Berikut Kami sampaikan lampiran yang mendeskripsikan kegiatan pengelolaan

pengaduan Masyarakaq pendampingan verifikasi lapangan di wilayah Kecamatan

Darangdan.

7

No. Bulan Media

Pengaduan
Jumlah Aduan Materi

Pengaduan

KeL

1 Januari NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
2 Pebruari NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
5 Maret NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

4 April NIHIL NTHIL NIHIL NIHIL
r Mei NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

6. Juni NIHIL NIHIL NIHIL

7 luli NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

8 Agustus NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

9 September NIHIL NIHIL

10. Oktober NIHIL NIHIL NIHIL

11. November SP4N LAPOR ) Infrastruktur
jalan, perijinan

selesai

12. Desember NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

NIHIL

NTHIL NIHIL
NIHIL



DOKUMENTASI PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
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Pendampingan Verifi kasi Lapangan
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BAB IV

PENUTUP

Laporan penanganan pengaduan masyarakat ini disusun dengan
harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai

amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi
peningkatan kinerja aparatur serta perbaikan pelayanan kepada
masyarakaL

15 anuari 2025
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DIT USKAN KEPADA:

SANGAT SEGERA

SANGAT RAHASIA
SEGERA

RATTASIA

SIFAT:

ISI DISPOSISI

IIII

wakili / hsdiri / tcrima / Agcndalan
Uoruk ditindaklsnjuti
Pclajari/Tel aab/Sarannya
Uotuk dikaji sesuai kctcntuan yang 8da
ACC / Rcalisrsikrn scsuai dcngea ketcntuan yang ada
Untuk dibantu/dipenimbangkan scsuai dengan kctcntuar
Fasi I itas i/proses sesuri dcngatr kctrtrtuln
Monitor rcalisasinya / pcrkcmbangannya/Pantau
Jadwalkan/Ingatkatr waktunya
Siapkaa pointer/sambutan^ahan rapat
Jawab/Koordinasi konfrmasi dcnganYBS/Instansi Terkait
Membaca/File/Referensi

lqI

-tEI
IIIrI

PARAF/TANGGAL

w
I .,u,
Irr

tflI
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LEMBAGA LINGKUNGAN & ADVOKASI MASYARAKAT

PELITA SUCI
At. Iotttlt : lli.r l.rlr&tt Lrhn,SlL.[U Icll. fnt!.l ll-0t-2019

Sr 5lllru I Xo. Nl,-0@175-Atl.0l. Oa. tcilll 2019

S?lr.t!ri!t Jl. ttt Io! Ctrrn n.00 n. (0 lbrrrrti - Ctrtjo. {liEB
ItdL (02aJ) tglsol / 6l!-lra6&l

Nomor
Lampiran
Perlhal

Kepada Yth.
BAPAI( PJ. BUPATI PURTIAKARIA
Di. -

Purwakarta

a.la! Lttafi*
Dengan Hormat

Melalui surai ini, kani Lenbaga Ltngkungan dan Mvokasi lasyarakat
PELITA SUCI, Ienbaga independen non perErintah yang bergerak dalan Bidang

tingkungan Hldup, dengan ini nenyampaikan laporan dan Pengaduan atas
dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Charoen Pokphand Jaya Earro

Purwakarta, yang berlokasi di Kanpung Tegal Sapi, RT.12lRn.06, Neglasari,
Kec. Darangdan, Kabupaten Purwakarta, JaHa Barat,

Berdasarkan hasil investigasi lapangan, tln Lembaga Lingkungan dan

Advokasi Masyarakat PELITA SUCI, pada tanggal 12 - 13 r,lei 2021' disekitar
Iokasi kegiatan usaha PT. Charoen Pokphand ,raya Farm, melalui pengambiLan

pemantauan serta nelakukao wawancara dengan warga sekitar, maka dengan

ini perlu kaFi ganpai.kan tenuan dan dugaan pelanggaran Perusahaan

tersebut yang diantaranya sebagai berikut :

1. Bahwa, Kegiatan usaha tersebut merupakan kegiatan industri Peternakan

ayam petelur untuk keperluan pemblbitan berskala besar dan dalan

kegiatanoya dilokasi tersebut bukan hanya pgn€tasan telur perbibitan

tetapi sekallgus keglatan ayam petelu! untuk keperluan pernbibitan;

2. Bahwa, lokasi' kegiatan peternakan berdekatan dengan penuki-man

penduduk, garana umum dan sosial masyarakati

3. Bahwa, kegiatan peternakan tersebut diduga tidak nrenratuhi aturan dalam

perlindungan dan Pengelolaan tingkungan Hidup, karena terdapat dugaan

temuan pelanggaran lingkungan hidup, yang diantaranya :

- Diduga, tidak nernil ikl Instalasi Pengolahan Air Linbah (IPAll ,
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- Diduga belum memllLki lzln / pertlmbangan teknis IPAL,

- Dtduga maElh bersatunya saluran tlnDah yang berasal dari
p€Eernakan ayan dengan alr donestik melaLui saluran drainase.

- Diduga. tidak memtlikl izin p€nyimpanan Linbah 83 sern€ntara dan

ti,dak melakukan pengelolaan 9eluluh limbah 83 kepada pihak
ketiga yang memllikt izin darl Kementerian Llngkungan Hi.dup

sesual dengan ketentuan yang berlaku,
4. Bahra, Bangunan usaha peternakan PT. Charoen Pokphand Jaya Farm

puHakarta sudah lama beldiri tetapi diduga belun memliki S.stlfltrt
La1k nlngli, (8Ltl ,

5.Bahwa, diduga sumur bor untuk kePerluan air pet€rnakan ayam t'T Charoen

Pokphand .raya Farm Purwakarta belum mengantongl surat Izln Pemanfaatan

Air Tanah (SIPA) .

Maka, bersadarkan kajian kami bahwa kegiatan usaha Pembibitan ayall

pT. charoen Pokphand Jaya Farm Purwakarta, diduga masih melakukan

pelanggaran dan adanya indlkasi ketidak seeualan dalam Perllndungan dan

Pengelolaan lingkungan hldup sesuai dengan prosedur Undang-Undang selta
peraturan yang berLaku, dengan kesinpulan indikasi dugaan Pelanggaran

sebagai berikut :

1) irtlat lDtrra 1o&r'i potarnatra dangan pcrJ(.i-B.D rlrga ktEaog drri 5O0

(f'LEa aatur) mt !.
Hal tersebut melanggar :

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor:

4 0/ Pem€ntan/OT . L40 /7 lzolf ?entang Pedoman Penbibitan Ayam Ras yang

Baik. yang telampi! dalan Bab II Hurup A nomor 1 poin c), yang

menyatakan:
loXagt !6rI,,, reDlhl nl'lrrat :
c) letPts.b atazl Urytw.n P@.tiE D ct D D€!JaraL nr'{tut 5OO Dt.r

drrl fraglr t.a.l',,r;

2) Di&rgla tldlf ol.titl' Iart lrtl P.DeDloh.D Air l.i.drsh (IpAIJl ,

Ha1 tersebut melanggar :

Pasal 67 dan 69 ayat (1) hurup a dan e Undang - Undang Nomor 32 Tahun

2009 Tentang PelIindungan dan Pengelolaan lingkungan Bidup, yang

menyatakan:
Pasa-l 67 "Setiap oranq berkewajibaIl mene]ihara keiestarian fungsi
lingkunqan hidup serta menqendalikan pencerrBran dan/atau kerusakan
linqkunqan hidup',
Pasal 69 ayat (1) hurup a dan hurup e.
setiap orang dilarang :
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a) irelatukan petbuatan yang nengaklbatkan lEncenatan clan/atau
perusakan llngkunqan hldup;

b),,btnbuang -tjmDah te nedla linqttungan hidup;

!) Dtdugr t1d.t nUitt Lda bu:!9.8 d.r !t!t .lou.r lj.o.i.
HaI tergebut melanggar :

- Pasal 20 Ayat (3) huruf b undang - Undang Nornor 32 Tahun 2009
Tentang Perllndungan dan P€nqelolaan Llngkungan Hidup, yanq
menyatakan bahLa : "Setjap orang dlPerbolehkan untuk nenbuanq
litnbah ke nedla Llngkunqtn hidup dengan petayaratan: nendapat lzin
dari thnterl, qubernur, attu bupatt/Yall*ota sesual dengan
kewenanqannya' .

rl) Dldug8, taslrdt p.auru[r! Iurlltla' tlrrgl,utgat y]rg ttdrl a.asal d.aglls

b..ku Ertu llagtuDgrtr,
HaJ. tersebut melanggar :

- Pasal 69 ayat (1) hurup e undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perllndungan dan Pengelolaan Llngkungan HlduP, yang
menyatakan : "Setjap otanq dl).arang (e) llerabuang llnbah ke nedla
lingkungan hldup'

- Pasat 98 ayat (1) Undang - Undang Norlor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan :

(l) setiap orang yanq denqan sengaja ,nelalutan perbuatan yanll
nenqakibatkan dlla/,.ry,aurnya Da*u &utu udara anblen, bako nutu air,
Daku nutu air laut, atau krlteria batu kerusakan llngkunqan
hidup, dipidana denqan pidana penjata palinq slnqkat 3 (tiqa)
tahun dan pal.inq lana 10 (sepuluh) tahun dan denda palinq sedjki t
&3.000.000.000,00 (tiqa nillar roplah) dan paJ.ing banyak
@10.000.000.000,00 (sepuluh millar ntpiah) .

5) D1&96 tadlt' Elli}l Iti! P.rfri.q, D.D 8@rtttr t tEb.b 13,

Hal inl melanggar :

Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 1999 tentang PengeLolaan Litnbah Bahan Berbahaya dan Beracun,
yang menyatakan: "setiap Dadao usaha yang neiakukan kegiatan (1)
Penyinpanan, penqvrpulan, penantaatan, penqolahan dan/atau p€ninbunan
-l imbah A3 ttaj ib nenlTikl izin operasi dad xeSnla Instansi yanq
bertanqq)ng jaetab";

6) tl.d.k rlrLnh.! p.qDlo!.r.B ..]'utuh :'ir&.h &! Lqt.dl pi!* Latig. y.!q
Diu.Ll, t31a das!. lEtrta8l.aa lio{ltuagllD EIaP ..!u.! d.8gu
I.t Dtu.a yatrg b.!l.tu;
Hal ini melanggar :

Pasa1 59 ayat (3) dan (4) Undaog-undang Republik Indonesia Nomor 32

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang

menyatakan:
(3) "Dalan hal setiap oranq tidak na][p u If,tF-lakukan sendlri penqefolaan

Itfibah 83, penqeTolaannya dlserattan kepada pihak lain"t
(4) "PengeToTaan lT bah 83 waJlb aendapat izln dari l.€,nteri,

Gubernut. ataa Bry)atL,/naf ikota sesuai denqan kewenanqannya',

[p oipinOai dengan CamScanner



/

?l f|.'gutrn urrhr prterarl& pl!. Ch.!o.D Foeph.rd .,|tyr ,aa Pur'rrlartr
didugr b.lna ulltf B.atl.ft"t.,t t if ntlg.i (SIrt .

Hal ini melanggar :

Pasal {4, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002

Tentang Bangunan Gedung. yang nenyatakan :

"Setjap penlllk dan/atau pengguna yang tldat ,neneruh I kettal lban
pet€nuhan funqsi, dan/atau persyaratan. dan/ataa penye)engqaraan
banqunan qedunq sebagainana dhaksud dafam undanq-undang lnl dlkenal
sanlsl actairrjstratlt dan/atau san*si plclana.'

8) Dldugr b.]'tD Lrgrltoagl 8u8.E ttln PorDlutla flr t.srh (SIPA,

Ha1 ini nelanggar l

Pasal ?0 huruf c, Undang-Undang Nomor 17 ?ahun 2019 Tentang Sulber
Daya Air, yang menyatakan
setlap Orang yang dengan sengaja;
c. ne-Ialutan penqqonaan Surnbet Daya Air untu* kebutuhan usaha tanpa

izin sebagaitana dlnalsud dalaa Pasa] 49 ayat(27
dipidana denqan pidana penJara pal.inq sinqkat 1 (satu) tahun dan
palinq ),ana 3 (tiqa) tahun dan denda patinq sedltjt
@1 ,000.000.000,00 (satu miljar rupiah) dan pallnq banyak
@5.0O0. 000. 00o,o0 (LiIB n711ar rupiah).

Ol.eh karena itu berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan pengelolaan Lingkungan ltidup
: ayat (1, Masyarakat fil€,nLllki hak dan .keserqf,a tan yanq sana da, se-Iuas-
Luasnya untuk beqEran aktlf dalan E,€,riindungan dan penqeloLaan

linqkunqan hidup DarL ayat (2) Peran nEsyarakat ctapat beruln: a.
pengavasan soslaf i b. penberian saran. pendapat, usu-I, keberatan,
pengaduan; dan/atau; c. penyanpaian informasi dan/atau laporan, lJ6ka

kaml, Ler0baga Llngkungan dan Advokasl Masyarakat rPl&Ilt 8lrcl, dengan

lnl bernaksud Benyanpaikan laporan pengaduan nasyarakat dan mendesak

Bapak PJ. Bupati hrwakarta, untuk :

r Dcrttor, menerlntahkan Kepala Dlnas Perikanan dan Petenakan,

Kepala Dlnas PoTR dan Kasatpol PP t(abupateo Purrrakarta, melakukan

verifikasi dan investigasi sebagai bentuk tindakan hukum dugaan

pelanggaran ketidak sesualan Jarak Iokasi Peternakan PT. charoen

Pokphand .raya FaIm Purxakarta yang tidak seeuai dengan Peraturan

Menteri Pertanian Republik Indonesia Nonor :

4 o/Permentan/Ot .L40 /7 /zOlL Tentang Pedoman Pemblbltan Ayam Ras

Yang Baik,

. N.du., Memerlntahkan Dinas Llngkungan gidup Kabupaten Purwakarta

untuk melakukan veriflkasi Pengaduan dan tlndakan tegas atas dugaan
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pelanggaran Lingkungan Hidup PT. Charoen Pokphand Jaya Earm

purwakarta yang tidak sesuai dengan Perundang-Undangan serta
peraturan yang berlaku;

x.tlgr, Memerintahkan Kepala Dinas PI{FTSP Kabupaten Purflakarta

Mendiskresi dan/atau mernbatalkan izin kegiatan PT. Charoen Pokphand

.raya Earm Purwakarta, karena diduga melanggar Jarak lokasi dengan

pemukiman dan diduga melakukan pelanggaran llngkungan hidup;
tn qr.t, memanggil Plhak P€nanggunq Jawab PT. Charoen Pokphand Jaya

Farm Purwakarta dan menuntut pertanggungj awaban untuk dapat

melakukan evaluasi serta diberlkan sanksl atas dugaan pelanggaran-
pelanggaran yang dilakukan.

Demikian }aporan dan desakan ini kami sampaikan. Atas segala
)erhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Cia.njur, 15 Mei 202{

eDvl)rqsI

8T
tua

rnbusan disampaikan KePada
1. Yth, BaPak Presiden RI

2. yth, Menterj" Pertanian RI
3. yth, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rr
a. Yth, Ketua Komisi Ombudsnan RI

=; 
. Yth, Pj. Gubernur Jawa Barat

; - yth, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat
- yth. Kepala Dinas PMPTSP Kab. Purwakalta

- 
yth. Kepala Dinas tingkungan Hidup Kab. Purwakarta

. Yth, Kepala Dinas PUTR Kab. Purwakarta
> - ,{th, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Purarakarta
_ - yth, (asatpol PP Kab. Purwakarta
' - ArsiP

soD
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